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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Anak 

1. Perlindungan Hukum 

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu 

sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga 

benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah 

“hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam 

subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi 

kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian 

hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan 

oleh pakar.  

Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat 

suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant 

pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya 

ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya 

hukum. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI 

adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 

dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan 

sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah 
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tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan  

oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat 

dari delapan arti1, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para 

petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, 

hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti 

ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari 

berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo 

menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan 

tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh 

masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi 

hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat
1
. 

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga 

jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan 

cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara 

aturanaturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah 

yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi 

proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan 

keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu 

konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang 

dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-

undangan. 

                                                             
1
 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008 ), h. 25-43. 
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Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan 

bukan ilmu alam
2
. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hokum 

merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat
3
.  Secara 

kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. 

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang 

artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black’s 

Law Dictionary, protection adalah the act of protecting
4
. 

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang 

berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. 

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan 

oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan 

hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar 

hakhaknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang 

melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku 
5
 

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan 

sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan 

adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hokum adalah 

peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang 

dalam masyarakat (negara). 

                                                             
2
 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12. 
3
 Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343. 

4
 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h. 

1343. 
5
 Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004. 



23 

 

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, 

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian
6
. 

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan 

hukum sebagai berikut: 

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut
7
 

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban 

dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia
8
 

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 

                                                             
6
 Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran 

Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
7
 Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003),h. 

121 
8
 Setiono, “Rule of Law”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas 

Maret, 2004), h.3. 
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kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama 

manusia
9
 

4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala 

upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat 

memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan 

atau yang melakukan tindakan hukum
10

 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan 

hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada 

warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, 

advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya 

baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan 

perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 

tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran 

Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk 

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 

keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban 

                                                             
9
 9Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, 

(Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14. 
10

 Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 2 Agustus 2018 

darihttp://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html. 
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dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, 

yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. 

2. Jaminan kepastian hukum. 

3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. 

4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu 

perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal , bahwa ia 

akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak 

yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam 

hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan 

masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-

undangan, dan lain sebagainya. 

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu 

bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk 

perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak 

hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan 
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dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan 

bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya 

yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi 

penegak hukum
11

 

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. 

Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah 

mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah 

satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di 

bidang ekonomi khususnya penanaman modal. 

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan 

ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum 

perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum 

dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha turutama pihak 

penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta 

pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang 

mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum 

berbentuk perseroan terbatas
12

. 

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek 

hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum 

orang pribadi atau natuurlijkepersoon adalah orang atau manusia yang telah 

dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan 

                                                             
11

 Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial 

Economics”, no. 58, (Oktober 1999): h. 9. 
12

 Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum 

Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 1996), h. 5-8. 
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pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. 

Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan 

ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya 

mendukung untuk itu
13

. 

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hokum 

atau rechtspersoon. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau 

dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, 

hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara 

terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur 

perlindungan dan pengakuan
14

. 

3. Hukum Perlindungan Anak 

Perlindungan  anak  berhubungan  dengan  beberapa  hal  yang  perlu  

mendapat perhatian, yaitu
15

 : 

1.    Luas lingkup perlindungan: 

 
a.  Perlindunan   yang   pokok   meliputi   antara   lain;   sandang,   

pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum. 

b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah 

c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan 

sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya. 

                                                             
13

 H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum 

perdata, h. 143 
14

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.54. 
15

 Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo. 
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2. Jaminan pelaksanaan perlindungan: 
 

a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada 

jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang 

dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 

kegiatan perlindungan. 

b.  Sebaiknya kaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan 

tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, 

yang perumusannya sederhana  tetapi   dapat   dipertanggung 

jawabkan   serta  disebar luaskan secara merata dalam masyarakat. 

c. Pengaturan harus sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia 

tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan 

dinegara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan 

yang kritis). 

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai: (a) suatu 

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan 

keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak. (b) suatu usaha 

bersama   melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara 

manusiawi dan positif. (c) suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu 

kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional 

perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa 

pemahaman, pendekatan, dan penangan anak dilakukan secara integratif, 

interdisipliner,  intersektoral  dan  interdepartemental;  (d)  suatu  hasil  interaksi 

antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang 
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ada dan saling mempengaruhi. (e) suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh 

unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang 

dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren 

pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum) status, peran dan 

sebagainya.
16

  

Agar dapat memenuhi,   memahami dan menghayati secara tepat sebab-

sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu 

(sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial 

yang terkait; (f) dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat 

mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan 

berdasarkan hukum. (g) harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan 

dan   kehidupan   keluarga,   bermasyarakat,   bernegara,   dan   berbangsa.   Taraf 

perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf 

peradaban masyarakat dan bangsa tersebut; (h) merupakan suatu pembangunan 

hukum nasional. (i) merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang 

luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional)
17

. Dasar pelaksanaan 

perlindungan anak adalah: 

1. Dasar filosofi; pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang 

kehidupan keluarga,  bermasyarakat,  bernegara,  dan  berbangsa,  secara 

dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. 

2. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika 

profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam 

                                                             
16

 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta: Kencana 
17

 Romli Atmasasmita. 2002.  Teori Kapita Selekta Kriminologi. 
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pelaksanaan kewenangan,  kekuasaan,  dan  kekuatan  dalam  

pelaksanaan  perlindungan anak. 

3. Dasar   yuridis;   pelaksanaan   perlindungan   anak   harus  didasarkan   

pada Undang-Undang Dasar  1945  dan  berbagai  peraturan  perundang-

undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus 

secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan 

perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan 

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: 

merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus 

mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat 

dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan 

persepktif   kepentingan   yang   diatur,   bukan   persepektif   kepentingan   yang 

mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan 

secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur 

manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restorative (bersifat pemulihan); 

tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan 

pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan 

kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan 

permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan 

faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen. 

Dalam  masyarakat,  setiap  orang  mempunyai  kepentingan  sendiri,  yang  

tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk diperlukan  

aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan 
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anak diatur  oleh  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  

perlindungan anak. Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak 

adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin  anak benar-benar 

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
18

. 

Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih 

dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, 

mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban H. de Bie 

merumuskan kinderrecht (Aspek hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan 

hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan 

remaja, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya. 

J. E. Doek dan Mr. H. M.A.Drewes memberi pengertian jogdrecht (hukum 

anak muda) dalam 2 (dua) pengertian; masing-masing pengertian luas dan 

pengertian sempit. Dalam pengertian luas; segala aturan hidup yang memberi 

perlindungan kepada  mereka  yang  belum  dewasa  dan  memberi  kemungkinan  

bagi  mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit; meliputi 

perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana (regels van 

strafrecht), ketentuan hukum Acara (procesrechtelijke regels). 

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan 

kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; 

hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara 

pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut 

                                                             
18

 Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo. 

 



32 

 

berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat 

tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya
19

. 

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak 

Perlindungan anak berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-

prinsip konvensi  hak-hak    anak    meliputi;  1.  non  diskriminasi,  2.  

kepentingan  yang terbaik bagi, 3. hak  untuk  hidup, kelangsungan hidup dan 

perkembangan dan 4. penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 2 UU no.23 

tahun 2002). 

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam 

suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang 

terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
20

. 

Pengertian  asas  untuk  hidup,  kelansungan  hidup,  dan  perkembangan  

adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh 

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak – pihak 

tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud 

(hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang)
21

. 

Pengertian  asas  penghargaan  terhadap  pendapat  anak  adalah  adanya 

penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang 

berkaitan dengan kehidupannya. Perlindungan  terhadap  anak  bertujuan  untuk  

menjamin  terpenuhinya  hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
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dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta   mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Undang-Undang 

Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 3). 

5. Tindakan Pidana 

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu 

pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian 

yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah 

hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau 

pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana 

dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, 

sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan 

pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini 

bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti 

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan 

sebagai ”hukuman”.
22

 

  Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah 

“perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang 

diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak 

pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran 

umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko 

Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah 
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“perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan 

sanksi”
23

. 

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”strafbaarfeit” 

untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 

perkataan strafbaarfeit, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat 

tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti 

yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. 

Hamel mengatakan bahwa : ”Strafbaarfeit adalah kelakuan orang 

(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 

hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”. 

Sedangkan pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai berikut : 

”Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang 

sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”
24

. 

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari 

kata ”straf” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”wordt 

gestraft”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan 

istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu 

”pidana” untuk menggantikan kata ”wordt gestraft”. Jika ”straf” diartikan 

”hukuman” maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. 

Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi 

hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil 
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atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, 

sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Menurut 

Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat 

diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” 

(berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut 

bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata
25

. 

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang 

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa 

pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. 14 Sir Rupert Cross (dalam bukunya 

Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara 

kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. 

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :  

a. Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain yang 

tidak menyenangkan;  

b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar 

melakukan tindak pidana;  

c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan 

hukum;  

d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;  
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e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan 

suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut 

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf 

Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :  

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 

nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;  

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);  

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut undang-undang.  

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. 

Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi 

seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi 

syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur 

tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana 

sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama 

(unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur 

(dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum 

dalam Pasal 362 KUHP. 

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada 

umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-

unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” 
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adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 

dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang 

terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” 

itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu 

keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-

unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :  

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);  

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  

c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 

di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 

pemalsuan dan lain-lain;  

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;  

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.  

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :  

a. Sifat melanggar hukum;  

b. Kualitas si pelaku;  

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.  
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Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) ada 

beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana 

menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.   

7. Tindak Pidana Perkosaan 

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah : 

“Seorang  laki-laki  yang  memaksa  seseorang  perempuan  yang  bukan  istrinya 

untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, 

maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu
26

. 

R. Sugandhi, mendefiisikan perkosaan adalalah sebagai berikut :  “Seorang  

pria  yang  memaksa  pada  seorang  wanita  bukan  istrinya  untuk melakukan 

persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria 

telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian 

mengeluarkan air mani
27

. 

Nursyahbani  Kantjasungkana  (seperti  yang  dikutip  oleh  Abdul  

Wahid  dan Muhammad  Irfan)  berpendapat  bahwa  perkosaan  adalah  salah  

satu  betuk kekerasan  terhadap  perempuan  yang  merupakan  contoh  

kerentanan   posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki
28

. 

Back‟s Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan 

perkosaan atau rape sebagai berikut: “Hubungan seksual yang melawan 

hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan 
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secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-

laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan  dengan  kehendaknya.  Tindak  

persetubuhan  yang dilakukan  oleh seorang laki-laki terhadap seorang 

perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika 

perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di 

bawah keadaan penghalang
29. Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut

30
: 

1. Sadistic Rape, Perkosaan  sadistis,  artinya  pada  tipe  ini  seksualitas  dan  

agresif  berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah 

nampak menikmati kesenangan erotik bulan melalui hubunagn seksnya, 

melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh 

korban. 

2. Anger Rape 

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi 

sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang 

tertahan. Tubuh korban disini seakanakan merupakan obyek terhadap 

siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, 

kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya 

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Anak dalam Undang- 

    Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Keberadaan UU No. 23 tahun 2002 merupakan aturan tentang 

Perlindungan Anak, yaitu mengatur tentang segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat dia hidup, tumbuh, berkembang dan 
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berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penekanan UU No. 

23 tahun 2002 adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya serta 

mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, di 

dalam UU No. 23 tahun 2002 terdapat seperangkat aturan tentang perlindungan anak, 

serta sanksi-sanksi yang dijatuhkan bagi terhadap pelanggar ketentuan undang-

undang tersebut. 

Menurut pasal 81 (1) UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, jika tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur ini dijerat 

dengan pasal ini maka hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta didenda paling banyak Rp. 

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam 

puluh juta rupiah). 

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah 

hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai 

upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan 

pengertian yang telah dikemukakan menegenai perlindungan anak. perlindungan 

anak menurut arief gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi 

yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi
31

. 

Oleh karena itu,setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian 

tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan 

                                                             
31

 Barda Nawawi Arief. Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak. Makalah disampaikan pada 

Seminar Nasinal. Peradilan Anak. Fakultas hukum UNPAD. Bandung, 5 oktober 1996. Hlm 3   



41 

 

berbangsa.  Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala 

sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. 

Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan”  

Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai 

kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek 

hukum. Dalam hukum indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini 

yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara 

tersendiri mengenai kriteria tentang anak32. 

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan 

sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan 

yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. 

Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada 

masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya 

mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan 

menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung 

jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat 

negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang 

serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan 

hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk 
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direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukan bahwa 

kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas 

dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia, masalah perikemanusiaan 

dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila 

Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat 

dipeertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselanggarakannya 

perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri 

dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya maslah penegakan hukum 

pidan dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban 

tindak pidan, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukakan korban 

kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang 

sifatnya immteril maupun material33. 

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :  

“Perlindungan Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”  

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini 

dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak 
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agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, 

berakhalak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi 

manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti 

seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan 

anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah 

dewasa menurut undang-undang yang berlaku diindonesia ini. 

Setiap anak selama dalam pengasuahan orang tuanya yang bertanggung 

jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang 

salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan 

hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi 

anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara 

yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya. 

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas 

menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan 

anak-anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang 

terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak 

di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana 

faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran 

anak yang dilakukan oleh orang tua kandung. 

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan di 

canangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena 
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dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undanagan 

yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk disadari 

bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha. Yang lebih 

penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, 

budaya dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia. 

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa 

kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai 

bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran anak yang dapat 

dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, 

dan tanpa perlindungan yang memadai dan keluarga, masyarakat dan pemerintah, 

oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang 

tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi 

anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak 

dalam upaya perlindungan anak yang efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


